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Abstract

 Current compliance issues are no less important because non-compliance will 
simultaneously lead to tax evasion efforts such as tax evasion and tax avoidance, which result 
in reduced tax deposits to the state treasury. The alternative that is often the choice for the 
Taxpayer is to use the services of tax consultants who can help the Taxpayer in exercising the 
rights and fulfill his obligations in the field of taxation, tax consultant is of course important 
in tax structure, because tax consultant is an extension of the Directorate General of Taxes in 
socializing issues taxation to Taxpayers. This study aims to determine the effect of tax consultant 
behavior to improve taxpayer compliance, which consists of: code of ethics, professionalism, 
machiavellian nature. The research was conducted at Tax Consultant Office (KKP) in Denpasar 
which registered at Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Data collection was done by 
distributing questionnaires with sample number 97 Tax Consultant in Denpasar registered in 
IKPI Denpasar.Teknik data analysis used is the validity test and reliability; classical assumption 
test which includes normality test, heteroscedasticity test, and multicollinearity test, multiple 
linear regression analysis using SPSS 16for windows.
 Based on the results of the research discussed that the code of ethics has a positive 
effect on tax compliance, while professionalism, and the nature of machiavellisnot affect the 
compliance of Taxpayers.
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I. PENDAHULUAN
Dalam struktur penerimaan negara, 

penerimaan pajak mempunyai peranan yang 
strategis dan merupakan komponen terbesar 
serta sumber utama penerimaan dalam negeri.
Indonesia memiliki sistem perpajakan dengan 
kompleksitas yang tinggi baik dari banyaknya 
jumlah peraturan perpajakan yang berlaku 
dan pembaruan peraturan yang cukup sering 
dilakukan. Hal ini semakin menyulitkan 
Wajib Pajak dalam mengikuti perkembangan 
peraturan pajak dan memenuhi kewajiban 
perpajakannya, namun seiring berjalannya 
waktu segala sesuatu dapat dengan mudah 
didapatkan, begitu pula pada fasilitas pajak 
seperti, kemudahan dalam mendaftarkan diri 
sebagai Wajib Pajak melalui e-Registration,  
kemudahan dalam menyampaikan SPT 
Tahunan baik bagi WP OP maupun bagi 
WP Badan melalui e-Filing, dan kemudahan 
dalam membayar pajak melalui e-Billing. 

Kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) 
dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib 
Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan 
menyetorkan kembali SPT, kepatuhan 

dalam penghitungan, pembayaran pajak 
terhutang, dan kepatuhan dalam pembayaran 
tunggakan. Isu kepatuhan saat ini menjadi 
tidak kalah penting karena ketidakpatuhan 
secara bersamaan akan menimbulkan upaya 
penghindaran pajak seperti penggelapan pajak 
(tax evasion) dan penghindaran pajak (tax 
avoidance), yang mengakibatkan berkurangnya 
penyetoran pajak ke kas Negara (Clotfetler, 
1983). Alternatif yang seringkali menjadi 
pilihan bagi Wajib Pajak adalah dengan 
menggunakan jasa konsultan pajak yang dapat 
membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan 
hak dan memenuhi kewajibannya di bidang 
perpajakan sesuai dengan peraturan 
perundang – undangan yang berlaku.Loen 
and Meliana (2009) mengungkapkan bahwa 
konsultan pajak tentu saja penting dalam 
struktur perpajakan, karena konsultan pajak 
merupakan perpanjangan tangan dari Dirjen 
Pajak dalam mensosialisasikan permasalahan 
perpajakan kepada Wajib Pajak.

Dalam setiap profesi tentunya memiliki 
etika, dan dikodifikasikan dalam kode 
etik profesinya begitu pula dengan profesi 
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konsultan pajak.Ikatan Konsultan Pajak 
Indonesia (IKPI) mengharuskan anggotanya 
untuk tunduk pada kode etik tersebut, yang 
diyakini seorang konsultan pajak mampu 
untuk mengambil keputusan etis.Kode etik 
juga dapat meminimalisir tindakan yang 
melanggar hukum yang dilakukan konsultan 
pajak.Ciska dan Arja (2013) menyatakan 
bahwa konsultan pajak telah memahami 
isi dari kode etik Ikatan Konsultan Pajak 
Indonesia (IKPI) mengenai hubungan dengan 
Wajib Pajak.Mellia (2016) dalam penelitiannya 
menyatakan bahwa pemahaman kode etik 
berpengaruh positif terhadap etika konsultan 
pajak. Kode etik akan berkaitan dengan etika 
seseorang, jika hal ini tidak dapat terjadi 
maka banyak orang akan menghalalkan 
segala cara untuk mencari tujuan tanpa 
memperdulikan dampak yang terjadi di 
masa yang akan datang. Kode etik ini dapat 
disimpulkan bahwa akan menjadi suatu 
pegangan dalam menentukan tindakan yang 
dilakukan oleh konsultan pajak itu sendiri. 
Keputusan tersebut yang akan memunculkan 
sebuah keputusan etis yang menimbulkan 
suatu hubungan dengan klien.

Menurut Ratna dan Naniek (2014), 
sifat Machiavellian berpengaruh negatif 
pada kepatuhan Wajib Pajak terutama 
Wajib Pajak Orang Pribadi.Artinya, semakin 
tinggi sifat Machiavelli Wajib Pajak, maka 
semakin rendah tingkat kepatuhan Wajib 
Pajak tersebut.Sebaliknya, semakin rendah 
sifat Machiavellian yang dimiliki Wajib Pajak, 
maka semakin tinggi tingkat kepatuhan 
Wajib Pajak tersebut.Pertumbuhan konsultan 
pajak sudah mulai berkembang di beberapa 
daerah di Indonesia, termasuk Bali.Melihat 
semakin banyaknya usaha yang tumbuh 
dengan cepat dan banyaknya perusahaan 
besar yang dibangun. Semakin meningkatnya 
pertumbuhan konsultan pajak tidak dapat 
dipungkiri bahwa perilaku etis konsultan pajak 
menjadi perhatian, beberapa konsultan pajak 
diduga telah mengabaikan kepentingan publik 
di atas kepentingan kliennya, dengan demikian 
keraguan masyarakat akan profesionalisme 
konsultan pajak akan meningkat pula. 
Penguasaan keterampilan dan pengetahuan 
tidaklah cukup untuk menjadi professional. 
Menurut Feliana dan Doni (2014) perilaku dan 
profesionalisme pemeriksa pajak yang dalam 
hal ini adalah konsultan pajak berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja 
pemeriksa pajak itu sendiri

Berdasarkan latar belakang di atas, 
maka dilakukan penelitian mengenai Perilaku 

Konsultan Pajak Untuk Meningkatkan 
Kepatuhan Wajib Pajak (Konsultan Pajak 
Yang Terdaftar Pada IKPI Denpasar), dengan 
meneliti faktor yang dapat mempengaruhi 
perilaku konsultan pajak, antara lain kode 
etik, profesionalisme dan sifat Machiavellian. 

II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Teori Perilaku
1) Theory of Reasoned Action (TRA)

Teori ini dikembangkan oleh Fishbein 
and Ajzen (1975). Asumsi dasar yang disusun 
pada teori ini adalah bahwa manusia 
berperilaku dengan cara yang sadar dan 
mempertimbangkan segala informasi yang 
tersedia. Ajzen mengemukakan bahwa niat 
menentukan seseorang untuk melakukan atau 
tidak melakukan suatu perilaku. Niat seseorang 
dipengaruhi oleh dua penentu utama yaitu : 
sikap (Attitude Towards Behavior) dan Norma 
subjektif (Subjective Norms). Ajzen melengkapi 
TRA ini dengan keyakinan (belief), bahwa sikap 
berasal dari keyakinan terhadap perilaku 
(behavioral belief), sedangkan norma subjektif 
berasal dari keyakinan normatif (normative 
belief). 

Gambar 2.1
Teori Reasoned Action

Sumber :Ajzen (1975)

2) Theory of Planned Behavior (TPB)
Pengembangan lebih lanjut dari TRA 

adalah Theory of Planned Behavior (TPB).
Di dalam TPB, Ajzen (1988) menambahkan 
variabel yang belum ada dalam TRA, yaitu 
kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived 
behavioral control).Perceived behavioral control 
adalah keyakinan (beliefs) bahwa individu 
pernah melaksanakan atau tidak pernah 
melaksanakan perilaku tertentu, individu 
memiliki fasilitas waktu dan fasilitas untuk 
melakukan suatu perilaku, kemudian 
individu menilai kemampuan dirinya apakah 
dia memiliki kemampuan atau tidak untuk 
melaksanakan perilaku tersebut. Dengan kata 
lain, dilakukan atau tidak dilakukannya suatu 
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perilaku tidak hanya ditentukan oleh sikap dan 
norma subjektif, tetapi juga persepsi individu 
terhadap kontrol yang dapat dilakukannya 
yang bersumber pada keyakinannya terhadap 
kontrol tersebut (control beliefs). 

Ajzen (2005) menambahkan tiga faktor 
latar belakang individu ke dalam TPB,  yakni 
Personal, Sosial, dan Informasi. 

Gambar 2.2
Teori Planned Behavior

Sumber  : Ajzen (2005)
2.2    Pengertian Pajak

Menurut  Mardiasmo (2011), pajak 
merupakan iuran rakyat kepada kas negara 
berdasarkan undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 
timbal atau kontraprestasi yang langsung 
dapat ditunjukkan dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum. Sistem 
pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, 
yaitu :
1) Official Assessment System adalah suatu 

sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada pemerintah (fiskus) 
untuk menentukan besarnya pajak yang 
terhutang oleh wajib pajak.

2) Self Assessment System adalah suatu 
sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada wajib pajak untuk 
menentukan sendiri besarnya pajak 
yang terutang.

3) Withholding System adalah suatu sistem 
pemungutan pajak yang memberikan 
wewenang kepada pihak ke tiga untuk 
menentukan besarnya pajak yang 
terhutang oleh wajib pajak. 

2.3    Wajib Pajak 
Menurut pasal 1 ayat 1 UU KUP No. 28 

Tahun 2007 wajib pajak adalah orang pribadi 
atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong 
pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai 
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 
2.4    Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak Kondisi 

perpajakan yang menuntut keikutsertaan 
aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan 
perpajakannya membutuhkan kepatuhan 
wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan 
dalam pemenuhan kewajiban perpajakan 
yang sesuai dengan kebenarannya.Kepatuhan 
memenuhi kewajiban perpajakan secara 
sukarela (voluntary of complience) merupakan 
tulang punggung dari self assesment system, 
dimana wajib pajak bertanggung jawab 
menetapkan sendiri kewajiban perpajakan 
kemudian secara akurat dan tepat waktu 
dalam membayar dan melaporkan pajaknya.
2.5    Konsultan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2009, yang dimaksud dengan 
Konsultan Pajak adalah setiap orang yang 
dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas 
memberikan jasa konsultasi kepada Wajib 
Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi 
kewajiban perpajakannya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. Menurut Margaret, et al. (2008 
: 401) dalam Yuniar (2010) konsultan pajak 
adalah orang yang melakukan pengisian berkas 
pajak untuk persiapan pengembalian pajak dan 
agen pajak tersebut terdaftar di suatu asosiasi 
(pada negara yang bersangkutan) dan karena 
mereka berlisensi dapat dikenakan biaya atas 
jasa persiapan pajak yang mereka lakukan.
2.6    Pengertian Etika

Etika berasal dari kata Yunani yaitu 
Ethos, yang berarti adat istiadat atau 
kebiasaan.Pengertian dari etika ini berkaitan 
dengan adat istiadat dan kebiasaan yang baik, 
baik pada diri seseorang maupun pada suatu 
masyarakat atau kelompok masyarakat.Etika 
mengacu pada sistem atau kode perilaku 
kewajiban moral yang menunjukan bagaimana 
seorang individu harus berperilaku dalam 
masyarakat (Messier, et al, 2005).

Etika professional juga berkaitan 
dengan prilaku moral.Dalam hal ini prilaku 
moral lebih terbatas pada pengertian yang 
diliputi kekhasan pola etis yang diharapkan 
untuk profesi tertentu. Keberadaan kode etik 
yang menyatakan secara eksplisit beberapa 
kriteria tingkah laku yang khusus terdapat 
pada profesi, maka dengan cara ini kode 
etik profesi memberikan beberapa solusi 
langsung yang mungkin tidak tersedia dalam 
teori-teori yang umum. Di samping itu dengan 
adanya kode etik, maka para anggota profesi 
akan lebih memahami apa yang diharapkan 
profesi terhadap anggotanya. Kewajiban 
untuk mematuhi kode etik ini berlaku untuk 
semua konsultan pajak.
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2.7    Profesionalisme
Profesionalisme adalah tingkah laku, 

keahlian atau kualitas dan seseorang 
yang professional, untuk meningkatkan 
kemampuannya secara terusmenerus. 
Peningkatan profesionalisme merupakan 
persyaratan utama dalam membangunsuatu 
profesi, agar menjalankan tugas dan tanggung 
jawab sesuai profesinya.Karyawan yang 
memiliki profesionalisme tinggi diharapkan 
dapat memberikan kontribusi yang signifikan 
dalam pencapaian tujuan organisasi.Secara 
khusus, peningkatan profesionalisme 
diharapkan dapat memberikan dampak 
bagi peningkatan kinerja dan kepuasan bagi 
karyawan, ini merupakan salah satu tujuan 
yang ingin dicapai oleh setiap karyawan yang 
bekerja dalam suatu organisasi. Dengan 
demikian peningkatan profesionalisme akan 
dapat membantu menyelaraskan pencapaian 
tujuan organisasi dan tujuan personal. 
2.8    Sifat Machiavellian

Sifat Machiavellian diperkenalkan oleh 
seorang ahli filsuf politik dari Italia bernama 
Niccolo Machiavellian (1469-1527). Nama 
Machiavellian, kemudian dihubungkan dengan 
hal yang buruk untuk menghalalkan cara 
dalam mencapai tujuan. Sifat Machiavellian 
merupakan suatu persepsi yang diyakini 
tentang hubungan antar personal. Persepsi 
ini akan membentuk suatu kepribadian yang 
mendasari perilaku dalam berhubungan 
dengan orang lain.

Machiavellianisme didefinisikan sebagai 
“suatu proses dimana manipulator mendapatkan 
lebih banyak reward dibandingkan yang dia 
peroleh ketika tidak melakukan manipulasi, 
ketika orang lain mendapatkan lebih kecil, 
minimal dalam jangka pendek” (Christie and 
Geis, 1970 dalam Richmond, 2001). Kepribadian 
Machiavellian selanjutnya dideskripsikan 
sebagai kepribadian yang kurang mempunyai 
afeksi dalam hubungan personal, mengabaikan 
moralitas konvensional, dan memperlihatkan 
komitmen ideologi yang rendah. Kepribadian 
Machiavellian mempunyai kecenderungan 
untuk memanipulasi orang lain, sangat rendah 
penghargaannya pada orang lain.

III. HIPOTESIS
3.1  Pengaruh Kode Etik terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak

Konsultan pajak dituntut untuk 
melakukan pelayanan terhadap Wajib Pajak 
sesuai dengan kode etik yang berlaku.Hal 
tersebut diyakini dapat memaksimalkan 
hasil yang sesuai harapan.Gibson and 

Mitchel (1995) menyatakan bahwa suatu 
kode etik menggambarkan nilai-nilai 
profesional suatu profesi yang diterjemahkan 
dalam standar perilaku anggotanya. Nilai 
profesional tersebut ditandai dengan adanya 
sifat altruistis yaitu lebih mementingkan 
kesejahteraan orang lain dan berorientasi 
pada pelayanan umum dengan prima.Santosa 
(2011) menyatakan bahwa kewajiban moral, 
kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak.Devi (2016) menyatakan bahwa 
etika konsultan pajak berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.
Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis 
pertama dari penelitian ini adalah :
H1  :Kode etik konsultan pajak berpengaruh 
      positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak 
        pada Kantor Konsultan Pajak di Denpasar.
3.2   Pengaruh Profesionalisme terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak juga dapat 
ditingkatkan dengan profesionalisme konsultan 
pajak.Profesionalisme merupakan suatu atribut 
individual yang penting tanpa melihat suatu 
pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak 
(Kalbers and Fogarty, 1995:72).Feliana dan 
Doni (2014) menyatakan bahwa profesionalisme 
pemeriksa pajak berpengaruh positif terhadap 
kinerja pemeriksa pajak yang dalam hal ini 
adalah konsultan pajak, sedangkan hasil 
penelitian Ardila, dkk (2014) menyatakan bahwa 
sikap, norma subjektif, kontrol keperilakuan 
dipersepsikan Tax Profesional berpengaruh 
positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Berdasarkan hal tersebut, maka 
hipotesis kedua dari penelitian ini adalah :
H2 :Profesionalisme konsultan pajak 

be rpengaruh  pos i t i f  t e rhadap 
kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor 
Konsultan Pajak di Denpasar.

3.3  Pengaruh Sifat Machiavellian 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Teori pengambilan keputusan etis 

yang dimodelkan Ferrell and Gresham 
(1985) menjelaskan bahwa apabila seseorang 
menghadapi sebuah dilema etis, maka 
perilaku yang muncul dipengaruhi oleh 
interaksi antara karakteristik-karakteristik 
yang berhubungan dengan individu. Individu 
Machiavellian digambarkan sebagai kurang 
melibatkan emosi dengan orang lain, memiliki 
sedikit hubungan inter-personal, dan 
cenderung lebih menolak norma-norma etika 
untuk mencapai tujuan pribadi (Christie and 
Geis, 1970). Richmond (2001) menjelaskan 
bahwa kecenderungan sifat Machiavellian 
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yang semakin tinggi maka seseorang akan 
cenderung untuk berperilaku tidak etis. Fenny 
dan Widuri (2014) menyatakan bahwa sifat 
Machiavellian berpengaruh negatif terhadap 
pengambilan keputusan etis konsultan pajak. 
Ratnadan  Naniek(2014) menyatakan bahwa 
sifat Machiavellian berpengaruh negatif  
terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. 
Hal ini menunjukkan semakin tinggi sifat 
MachiavellianWajib Pajak, maka semakin 
rendah tingkat kepatuhan Wajib Pajak 
tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka 
hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah
H3 : Sifat Machiavellian konsultan pajak 

berpengaruh negatif terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak pada Kantor Konsultan 
Pajak di Denpasar. 

IV. METODE PENELITIAN
4.1      Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor 
Konsultan Pajak (KKP) di Denpasar yang 
terdaftar pada Ikatan Konsultan Pajak Indonesia 
(IKPI).Terdapat 97 Konsultan Pajak di Denpasar 
yang terdaftar di IKPI Denpasar.
4.2  Objek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah kode 
etik, profesionalisme, Sifat Machiavellian, dan 
kepatuhan wajib pajak.
4.3Variabel
1. Kode etik merupakan cerminan 

moralitas konsultan pajak yang dapat 
menumbuhkan kepercayaan diri dari 
wajib pajak untuk menggunakan jasa 
konsultan pajakyang terdiri dari 13 item 
pernyataan, dengan skala likert 1 – 5.

2. Profesionalisme berarti suatu kemampuan 
yang dilandasi oleh tingkat pengetahuan 
yang tinggi dan latihan khusus, 
daya pemikiran yang kreatif untuk 
melaksanakan tugas-tugas yang sesuai 
dengan bidang keahlian dan profesinya, 
digunakan instrumen yang terdiri dari 13 
butir pernyataan dengan nilai skala likert 
1 – 5.

3. Machiavellianisme dibangun untuk 
memahami kepribadian yang manipulatif, 
dingin, dan penuh perhitungan, 
digunakan 11 item pernyataan dengan 
nilai skala likert 1 – 5.

4. Kepatuhan merupakan ketaatan, tunduk, 
dan patuh serta melaksanakan ketentuan 
kewajiban perpajakan, digunakan 6 item 
pernyataan dengan nilai skala likert 1 – 5.

4.4   Metode Penentuan  Sampel
Dalam penelitian inianggota Ikatan 

Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Bali Cabang 
Denpasarsejumlah 97 orang.Seluruh populasi 
digunakan dalam penelitian ini
4.5  Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik 
pengumpulan data berupa dokumentasi dan 
kuisioner.
4.6    Teknik Analisis Data
1)  Uji Instrumen

Menurut Ghozali (2016) uji validitas 
digunakan untuk mengukur sah atau 
validtidaknya suatu kuesioner. Suatu 
kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 
kuesionermampu untuk mengungkapkan 
sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 
tersebut, jika korelasi item terhadap skor 
total lebih besar dari 0,30 maka instrumen 
penelitian dikatakan valid.Menurut Ghozali 
(2016), reliabilitas sebenarnya adalah alat 
untuk mengukur suatukuesioner yang 
merupakan  indikator dari variabel. Suatu 
kuesioner dikatakan reliabel atau handal 
jika jawaban seseorang terhadap pernyataan 
adalah konsisten atau stabil dariwaktu ke 
waktu, jika koefisien Cronbach Alpha> 0,7 
maka pertanyaan dinyatakan reliabel.
2)  Uji Asumsi Klasik

Ghozali (2016) menyebutkan uji asumsi 
klasik yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
uji normalitas, uji heterokadastisitas, uji 
multikolinearitas, dan uji autokorelasi
3) Menilai Goodness of Fit Suatu Model

Ketepatan fungsi regresi sampel 
dalam menaksir nilai aktual dapat diukur 
dari Goodness of Fitnya. Secara statistik, 
setidaknya ini dapat diukur dari koefisien 
determinasi, dan uji F, dan uji t.
4)Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis menggunakan 
metode statistika. Seluruh perhitungan 
dengan menggunakan bantuan program 
komputer SPSS versi 17, dengan tingkat 
signifikansisebesar 0,05 (5 persen). Adapun 
persamaan Regresi Linier Berganda dalam 
penelitian ini adalah

Keterangan :
Y = Kepatuhan Wajib Pajak 
α  = Bilangan Konstanta, jika seluruh 
              nilai independen adalah nol
β 1 = Koefisien Regresi dari X1
β 2 = Koefisien Regresi dari X2
β 3 = Koefisien Regresi dari X3
X1 = Kode Etik
X2 = Profesionalisme
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X3 = Sifat Machivellia 
e = Residual Error atau Variabel  
              Pengganggu
V. HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada Tanggal 27 Agustus 1965, 
pembentukan Organisasi Konsultan 
Pajak diawali melalui para insisiator J. 
Sopaheluwakan, Drs. A. Rahmat Abdisa, 
Bapak, Erwin Halim, dan A.J.L. Loing. Pada 
Tanggal tersebut, Drs. Hidayat Saleh, yang 
saat itu menjabat Direktur Pembinaan 
Wilayah, ditunjuk selaku Ketua Kehormatan.
Pada masa kepemimpinan Direktorat Jenderal 
Pajak dipangku oleh Bapak Drs. Sutadi 
Sukarya, yaitu sekitar tahun 70-an, para 
konsultan pajak mulai aktif.Kongres pertama 
dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 31 
Oktober 1975 menyepakati dibentuknya 
Ikatan Konsulen Pajak Indonesia.  Selanjutnya 
pada tanggal 21 Nopember 1987 di Bandung, 
nama organisasi diubah menjadi Ikatan 
Konsultan Pajak Indonesia dan disingkat 
dengan IKPI.
5.2 Uji Instrumen
Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan valid jika 
pertanyaan pada kuesionermampu untuk 
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 
oleh kuesioner tersebut, jika korelasi item 
terhadap skor total lebih besar dari 0,30 
maka instrumen penelitian dikatakan 
valid. Berdasarkan Lampiran 1 semua item 
pertanyaan korelasinya diatas 0,3, maka 
semua instrumen dikatakan valid. Suatu 
kuesioner dikatakan reliabel atau handal 
jika jawaban seseorang terhadap pernyataan 
adalah konsisten atau stabil dariwaktu 
ke waktu, jika koefisien Cronbach Alpha> 
0,7 maka pertanyaan dinyatakan reliabel. 
Berdasarkan Lampiran 1 semua instrumen 
koefisien Cronbach Alpha> 0,7, maka semua 
item pertanyaan dikatakan reliabel.
5.3 Hasil Uji Asumsi Klasik
1) Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk 
menguji apakah model regresi, variabel 
pengganggu atau residual berdistribusi 
normal atau tidak. Statistik uji yang 
digunakan untuk menguji normalitas adalah 
One Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) Test. 
Residual berdistribusi normal apabila tingkat 
signifikannya menunjukkan nilai yang 
lebih besar dari 0,05. Hasil uji normalitas 
Kolmogorov-Smirnov Test  dapat di lihat pada 
Lampiran 2. Berdasarkan hasil pengolahan 
data diperoleh besarnya nilai Kolmogorov-

Smirnov adalah 1,030 dan signifikansi pada 
0,246. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 
maka data residual berdistribusi normal. 
2)  Uji Heterokedastisitas

Pengujian Heterokedastisitas  dilakukan 
untuk melihat apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan varian dari residual 
satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 
Pengujian  heterokedastisitas dilakukan 
dengan uji Glejser dengan melihat tingkat 
signifikansi. Jika tingkat Signifikansi berada 
di atas 0,05 maka model regresi ini bebas dari 
heterokedastiditas. Hasil uji  dapat dilihat pada 
Lampiran 2. Hasil pengujian heterokedastisitas 
menunjukan nilai probabilitas signifikansi 
masing-masing variabel bebas (0,537; 
0,771; 0,457) lebih dari 0,05, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa model regresi dalam 
penelitian ini bebas dari heterokedastisitas.
3) Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk 
membuktikan atau menguji adanya hubungan 
yang linier (multikolinieritas) antara variabel 
bebas yang satu dengan yang lain. Pedoman  
untuk mengetahui apakah antara variabel 
bebas yang lain tidak terjadi multikolinieritas 
apabila mempunyai nila VIF (Varians Inflation 
Factor) kurang dari 10 dan angka tolerance lebih 
dari 0,1. Berdasarkan pengolahan tersebut 
dapat dilihat bahwa nilai masing-masing 
variabel memiliki nilai VIF (1,217; 1,185; 1,030) 
di bawah  10 dan nilai tolerance(0,822; 0,844; 
0,971) diatas 0,10 sehingga dapat disimpulkan 
bahwa tidak terjadi hubungan multikolinieritas 
antar variabel bebas tersebut. 
5.4  Uji Koefisien Determinasi 

Berdasarkan Lampiran 2 Nilai Adjusted 
R Square adalah 0,088 hal ini berarti 8,8% 
variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan 
oleh keempat variabel independen sedangkan 
sisanya 91,2%  dapat dijelaskan oleh faktor-
faktor lain diluar model.
5.5  Uji F

Berdasarkan hasil pengolahan data 
dengan program SPSS Versi 17.0 yang dapat 
dilihat di Lampiran 2, maka diperoleh hasil 
sebagai berikut. Hasil uji serempak diperoleh 
nilai Fhitung4,104 dengan signifikansi 0,009 
lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukan 
bahwa modelnya Fit.
5.6  Uji t

Pengujian yang dilakukan secara 
parsial terhadap parameter dilakukan dengan 
menggunakan uji t (t-test) pada Lampiran 2. 
,dengan taraf signifikansi 0,05, Ho ditolak dan 
Ha diterima apabila Sig. t   = 0,05, dan Ho 
diterima dan Ha ditolak apabila Sig. t > = 0,05. 
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Berdasarkan hasil pengolahan data dengan 
program SPSS Versi 17.0, maka diperoleh hasil 
sebagai berikut:
(1) Nilai thitung pada nilai Kode Etik sebesar 

2,103dengan  nilai sig sebesar = 0,038 
lebih kecil dari level of significant = 
0,05 hal ini berarti hipotesis 1 (H1) 
diterima. Pada hasil analisis linier 
berganda diperoleh β1  0,213 dengan 
nilai koefisien positif, maka Kode Etik 
berpengaruh positif dan signifikan 
secara parsial terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak.

(2) Nilai thitung pada nilai Profesionalisme 
sebesar 1,033dengan nilai sig sebesar = 
0,304 lebih besar dari level of significant 
= 0,05 hal ini berarti hipotesis 2 (H2) 
tidak diterima sedangkan untuknilaiβ2  
0,131 dengan nilai koefisien positif. 
Maka, Profesionalisme tidak 
berpengaruh secara parsial  terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak..

(3) Nilai thitung pada Sifat Machiavellian 
sebesar 0.112 dengan nilai sig = 0,144 
lebih besar dari level of significant = 
0,05 hal ini berarti hipotesis 3 (H3) 
ditolak, Pada hasil analisis linier 
berganda diperoleh nilai β3  sebesar 
0.144 tanda koefisien bernilai positif 
pada Sifat Machiavellian, maka Sifat 
Machiavellian tidak berpengaruh 
secara parsial terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak.

5.7 Pembahasan
1. Kode Etik berpengaruh positif dan 

signifikan secara parsial terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak atau semakin 
tinggi Kode Etiknya maka semakin tinggi 
pula kepatuhan Wajib Pajak. Konsultan 
pajak akan memiliki perasaan bersalah 
apabila tidak melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya sesuai kode etik 
yang berlaku. Hasil penelitian ini juga 
mendukung hasil penelitian. Santosa 
(2011) menyatakan bahwa kewajiban 
moral, kualitas pelayanan, dan sanksi 
perpajakan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak. Devi (2016) menyatakan bahwa 
etika konsultan pajak berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak 
Badan.

2. Profesionalisme tidak berpengaruh 
secara parsial  terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak. Perbedaan ini dapat 
disebabkan faktor pengalaman 
konsultan pajak yang kurang terhadap  

keberagaman jenis Wajib Pajak, juga 
budaya yang diterapkan pada setiap 
KKP seperti dalam pengerjaan tugas 
dan tanggung jawab staff pajak di 
beberapa KKP masih bermasalah, 
serta kurangnya rasa percaya diri 
akan pentingnya pekerjaan maupun 
dikarenakan kurangnya hubungan 
dengan rekan seprofesi sehingga 
belum maksimal dalam membangun 
kesadaran profesional. Apabila jasa 
dari suatu instansi tidak memenuhi 
harapan pelanggan, berarti jasa 
pelayanannya tidak berkualitas. Jika 
proses pelayanan tidak memenuhi 
harapan pelanggan, seperti berbelit-
belit, berarti mutu pelayanannya 
kurang. Pelayanan kepada pelanggan 
dikatakan bermutu apabila memenuhi 
atau melebihi harapan pelanggan atau 
semakin kecil kesenjangan antara 
pemenuhan janji dengan harapan 
pelanggan adalah semakin mendekati 
ukuran bermutu. (Parasuraman dalam 
Tjiptono, 2002). Hal tersebut didukung 
penelitian Mahayu dan Budiartha 
(2016) yang menyatakan bahwa 
kualitas pelayanan tidak berpengaruh 
pada perilaku kepatuhan Wajib Pajak. 
Pada saat ini kualitas pelayanan 
pajak yang diberikan oleh fiskus 
secara langsung dengan pelayanan 
yang cepat, akurat, ramah, sopan 
dan pelayanan secara individual tidak 
diperoleh Wajib Pajak secara langsung, 
penyebabnyakarena perkembangan 
pelayanan pajak yang telah beralih 
menggunakan elektronik, seperti 
pembuatan faktur menggunakan e-
faktur, pembayaran menggunakan 
e-billing dan pelaporan pajak 
menggunakan e-filling. Perkembangan 
sistem tersebut menyebabkan Wajib 
Pajak dapat melakukan kewajiban 
perpajakan sendiri.

3. Sifat Machiavellian tidak berpengaruh 
secara parsial terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak. Koefisien regresi yang 
bertanda positif tersebut mendukung 
penelitian Andre (2015) menyatakan 
bahwa sifat Machiavellian tidak 
berpengaruh terhadap pengambilan 
keputusan etis konsultan pajak, namun 
tidak mendukung penelitian Ratna 
dan  Naniek (2014) menyatakan bahwa 
sifat Machiavellian berpengaruh negatif  
terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
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VI. P E N U T U P
Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan 
pembahasan yang telah dikemukakan, dapat 
disimpulkan bahwa kode etik berpengaruh 
positif, sedangkan profesionalisme dan sifat 
Machiavellian tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak..
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